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BUPATI BARITO KUALA

- PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 118 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 98 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

— Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja

gaji dan pegawai serta keperluan = belanja yang

“mendesak dan pr10r1tas daerah, adanya beberapa

perubahan yang ~ perlu ‘disesuaikan terhadap
Peraturan Bupati ‘Barito Kuala Nomor 98 Tahun 2022
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 2022

bahwa berdasarkan pert1mbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupatl _

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400); :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6757);



9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor .2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
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18.

19,

20.

21.

22.

23.

24,

sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63895);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Menetapkan :

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018
Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BARITO
KUALA NOMOR 98 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 98 Tahun
2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 10 dilakukan perubahan pada ayat (2) dan ayat (3)

sehingga Pasal 10 menjadi sebagai berikut :



Pasal 10
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a direncanakan sebesar Rp. 953.522.762.757,00, yang terdiri

atas:

a. Belanja pegawali;

b. Belanja barang dan jasa;
C. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah; dan

f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 604.145.059.425,00 (enam ratus empat
miliar seratus empat puluh lima juta lima puluh sembilan ribu empat
ratus dua puluh lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 320.925.188.760,00 (tiga ratus
dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus delapan
puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 269.316.000,00 (dua ratus enam puluh
sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 27.695.612.454,00 (dua puluh tujuh miliar
enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu empat
ratus lima puluh empat rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp. 487.586.118,00 (empat ratus
delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus
delapan belas rupiah). '

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ,ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6)
dilakukan perubahan sehingga Pasal 10 menjadi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 604.145.059.425,00, yang
terdiri atas :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

ASN;

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH,;

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

Belanja pegawa.i BOS;

Belanja pegawai BLUD.

(2) Belan_]a Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 344.113.560.749,00.

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 130.315.133.515,00.

SR o o



(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 100.719.604.207,00.

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.400.423.814,00.

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 347.815.086,00.

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp. 510.880.000,00.

(8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf g
direncanakan sebesar Rp. 4.617.183.896,00.

(9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
h direncanakan sebesar Rp. 5.120.458.158,00.

3. Keseluruhan Pasal 12 dilakukan pefubahan sehingga menjadi sebagai
berikut :

Pasal 12

— (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 344.113.560.749,00, yang terdiri atas :
Belanja Gaji Pokok ASN;
Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
Belanja Tunjangan Beras ASN;
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
Belanja Pembulatan Gaji ASN;
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;Belanja Iuran Simpanan Peserta
Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
(2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
N direncanakan sebesar Rp. 254.830.556.722,00.
(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.030.753.405,00.
(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 5.470.316.171,00. ‘
(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.662.805.944,00.
(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.457.554.502,00.
(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp.13.573.229.888,00.
(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 962.567.365,00.
(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.965.421,00.
(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 20.266.581.052,00.
(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 616.486.632,00.
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(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat

‘ (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.737.344.251,00.

(13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar
Rp. 1.498.399.396,00.

4. Merubah Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud Pasal 22
Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 menjadi Lampiran I dan
Lampiran II sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati ini dan
mejadi bagian yang tidak terpisahkan.

5. Pasal 23 dirubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 23

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD dalam Peraturan Bupati ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan.

PASAL II
Peraturan Bupativini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marabahan

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 November 2022




Lampiran |

Nomor
Tanggal

: Peraturan Bupati Barito Kuala
118 Tahun 2022
28 November 2022

KABUPATEN BARITO KUALA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,

JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Daerah Tahun Berkenaan

TAHUN ANGGARAN 2022
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 11.650.000.000 11.650.000.000 0%
Penyertaan Modal Daerah pada
6.2.02.02 Badan Usaha Milik Daerah 11.650.000.000 11.650.000.000 0%
(BUMD)
h
6.2.02.02.01 penyertaan Modal Daerah pada 11.650.000.000 11,650.000.000 0%
BUMD
6.2.02.02.01.0001 ngtaa“ Modal Daerah pada 11.650.000.000 11.650.000.000 0%
6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 8.000.000.000 8.000.000.000 0%
6.2.04.06 Pemberian Pinjaman Daerah 8.000.000.000 8.000.000.000 0%
kepada Masyarakat
6.2.04.06.01 Pemberian Pinjaman Daerah 8.000.000.000 8.000.000.000 0%
kepada Masyarakat
6.2.04.06.01.0001 Pemberian Pinjaman Daerah 8.000.000.000 8.000.000.000 0%
' kepada Masyarakat
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 19.650.000.000 19.650.000.000 0%
Pembiayaan Netto 102.417.497.278 102.417.497.278 0%
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ©) ©) 0%




Lampiranll Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor : 118 Tahun 2022
Tanggal . 28 November 2022

KABUPATEN BARITO KUALA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK,
: SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022
. . Sebelum Sesudah Bertambah/ .
Kode Rekening Uraian Perubahan Perubahan (Berkurang) Penjelasan Keterangan

7101]7.01.0.00.0.00.14.0000| 01} 2.05|11| 5} 1] 02} 01| 01 Belanja Barang Pakai Habis 69.400 138.800 69.400
7101/ 7.01.0.00.0.00.14.0000{ 01{2.05(11| 5[ 1 02| 02 Belanja Jasa 10.500.000 0} (10.500.000)

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,
7]01}7.01.0.00.0.00.14.0000 | 01| 2.05}11| 5| 1|02} 02| 12| Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 10.500.000 0 (10.500.000)

Pelatihan
7101 7.01.0.00.0.00.14.0000| 01| 2.05[ 11| 5| 1| 02{ 04 Belana Perjalanan Dinas 42.683.600 53.114.200 10.430.600
7(01 7.0.1.0.00.0.00.14.0000 01/2.05|11}5(1{ 02| 04| 01|Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.683.600 53.114.200 10.430.600




